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PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
LINGKUP BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang

bahwa untuk pengelolaan perbatasan negara yang
menjadi tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan
terlaksana secara efektif dan efisien, perlu dilakukan
pelimpahan dan penugasan sebagian urusan yang
merupakan kewenangan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan;

bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, mengamanatkan
pelimpahan sebagian urusan dan penugasan pengelolaan
perbatasan negara lingkup Badan Nasional Pengelola
Perbatasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan
Nasional Pengelola Perbatasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang

Pelimpahan Sebagian Urusan Pengelolaan Perbatasan
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Mengingat

Negara Lingkup Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan
Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 79);

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1
Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-

www.peraturan.go.id



Menetapkan
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2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44);

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan
Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PENGELOLAAN
PERBATASAN NEGARA LINGKUP BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN TAHUN ANGGARAN 2018

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya
disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas
Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara
yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah
Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah
Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di
Kecamatan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Kepala
BNPP kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Dana Dekonsentrasi adalah dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh
Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang

dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
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10.

11.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan Dekonsentrasi dalam pengelolaan
perbatasan negara di provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-
Undang.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan Badan
Nasional Pengelola Perbatasan untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,
yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam 1
(satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan
pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan
akuntansi Pemerintah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi
Pemerintah /Lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang  dikoordinasikan oleh instansi

Pemerintah.

www.peraturan.go.id



12.

2018, No.1655

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan untuk

menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Pengelolaan perbatasan negara lingkup BNPP, meliputi:

a. batas wilayah negara;

b. lintas batas negara;

c. pembangunan kawasan perbatasan; dan

d. kelembagaan.

(1)

(2)

(1)

BAB III
PELIMPAHAN, PENARIKAN DAN PENUGASAN
DEKONSENTRASI

Pasal 3
Pengelolaan perbatasan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat dilimpahkan berdasarkan asas
Dekonsentrasi.
Lingkup pengelolaan perbatasan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam program,
kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sesuai RKA BNPP

Tahun Anggaran 2018.
Pasal 4

Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 wuntuk mensinergikan dan menyerasikan
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